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Abstract

Defense White Paper (DWP) is a document of defense policies issued by a 
state to provide information surrounding the country’s security and de-
fense. This document plays an important role in the international system 
as an instrument of the Confidence Building Measure (CBM). It is also a 
highly important document at the national level, because it acts as the 
guideline to develop state’s defense capabilities. In order to improve trans-
parency and trust among states in the international era, the DWP must 
clearly state the issuing country’s strategic outlook and how the state’s 
defense capability overcomes the state’s strategic problem. This study 
aims to describe the development of Indonesia’s assessment on its strate-
gic environment in Indonesia’s DWP year 1995 and 2015. This study uses 
geopolitical approach to examine Indonesia’s DWP. Through this study, 
the author argues that Indonesia’s DWP in 1995 and 2015 have common-
alities in its strategic outlooks which tended to focus more on internal se-
curity threats.  

Keywords: Indonesia Defense White Paper; Confidence Building Mea-
sures; strategic environment; geopolitics. 

Buku Putih Pertahanan merupakan dokumen berisikan kebijakan-ke-
bijakan pertahanan yang diterbitkan oleh negara dengan tujuan untuk 
memberikan informasi mengenai keamanan dan pertahanan negara 
tersebut. Dokumen tersebut memainkan peran penting dalam sistem in-
ternasional sebagai instrumen dalam mekanisme pembangunan rasa 
saling percaya antarnegara (CBM). Buku Putih Pertahanan juga me-
miliki peran penting pada level nasional, yakni sebagai panduan untuk 
membangun kapabilitas pertahanan negara. Dalam memenuhi fungsin-
ya untuk meningkatkan transparansi dan saling percaya antarnegara 
dalam sistem internasional, Buku Putih Pertahanan dituntut untuk mem-
berikan pemahaman yang jelas mengenai pandangan strategis negara 
dan bagaimana kekuatan pertahanan yang dimiliki negara dapat atau 
telah digunakan untuk mengatasi permasalahan strategis yang dihadapi 
negara. Kajian ini mencoba mendeskripsikan perkembangan peninjauan 
lingkungan strategis Indonesia dalam Buku Putih Pertahanan Indone-
sia (BPPI) 1995 dan 2015. Kajian ini menggunakan pendekatan geopoli-
tik untuk menelaah BPPI. Dalam kajian ini, penulis berpendapat bahwa 
BPPI 1995 dan 2015 memiliki suatu kesamaan, yaitu adanya pandangan 
yang cenderung menitikberatkan pada ancaman keamanan internal.

Kata kunci: Buku Putih Pertahanan Indonesia, membangun saling per-
caya; lingkungan strategis; geopolitik
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Pendahuluan

Buku Putih Pertahanan merupakan dokumen kebijakan yang di-
terbitkan oleh negara-negara sebagai praktik umum dalam sistem 
internasional. Penerbitan Buku Putih Pertahanan menjadi bagian 
dari diplomasi pertahanan untuk menciptakan transparansi dan 
saling percaya (Confidence Building Measures/CBMs). Transpar-
ansi pada sektor pertahanan negara merupakan hal yang penting, 
karena dalam sistem internasional, peningkatan keamanan suatu 
negara melalui pembangunan kapabilitas militer dapat mengurangi 
keamanan negara lain (Jervis 2009). Kondisi ini disebut sebagai 
dilema keamanan yang terjadi karena negara lain tidak mengetahui 
tujuan atau intensi dari pembangunan kapabilitas militer negara 
lain (Jervis 2009). Buku Putih Pertahanan menjadi sebuah media 
antar pemerintah untuk meredam ketidakpastian tersebut. 

Buku Putih Pertahanan juga memiliki fungsi pada level nasional. Do-
kumen tersebut berfungsi sebagai panduan dalam penyelenggaraan 
pertahanan negara, serta pedoman perencanaan dan pembangunan 
kapabilitas pertahanan (Lowry 1996). Buku Putih Pertahanan mem-
berikan informasi mengenai visi pemerintah dalam sektor pertah-
anan dan bertujuan untuk merefleksikan peran kekuatan pertahan-
an dalam mencapai tujuan nasional suatu negara. Kebijakan dalam 
Buku Putih Pertahanan mencakup analisis lingkungan keamanan 
negara secara nasional maupun internasional, peninjauan faktor-
faktor ancaman tradisional maupun non-tradisional, prioritas sek-
tor pertahanan, dan penjelasan mengenai implementasi kebijakan 
pertahanan untuk mengatasi tantangan keamanan yang dihadapi.

Indonesia pertama kali menerbitkan dokumen setingkat Buku Putih 
Pertahanan pada tahun 1995. Dokumen yang berjudul the Policy of 
the State Defense of the Republic of Indonesia 1995 tersebut diter-
bitkan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam). 
Dokumen tersebut diterbitkan satu tahun setelah mekanisme organ-
isasi regional di kawasan Asia Tenggara yaitu ASEAN Regional Fo-
rum (ARF) terbentuk pada tahun 1994. Kerja sama ARF dibangun 
sebagai kerja sama pertahanan untuk merespon perubahan lingkun-
gan keamanan global dan regional pasca berakhirnya Perang Dingin 
yang dinilai menimbulkan ketidakpastian di Asia Pasifik. ARF me-
rupakan forum dialog multilateral yang melibatkan negara-negara 
mitra dialog ASEAN seperti Amerika Serikat (AS), Rusia, Tiongkok, 
Korea Selatan dan Jepang. Salah satu agenda dari ARF adalah CBM 
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antar negara ASEAN dan negara anggota ARF lain. Agenda CBM 
yang diatur dalam ARF meliputi transparansi melalui dialog ten-
tang persepsi keamanan dan posisi kebijakan pertahanan dari ma-
sing-masing negara, penerbitan kebijakan pertahanan dalam bentuk 
Buku Putih Pertahanan atau dokumen setingkat, dan berbagai kerja 
sama pertahanan lainnya.

Posisi Indonesia dalam memandang perkembangan lingkungan 
strategis global, regional, dan nasional menjadi penting untuk dinya-
takan dalam Buku Putih Pertahanan. Potensi kekuatan Indonesia 
dan kebutuhan untuk membangun kekuatan pertahanan yang besar 
dapat menyebabkan adanya mispersepsi dari negara lain bila tidak 
diikuti dengan transparansi pada tingkat internasional melalui Buku 
Putih Pertahanan Indonesia (BPPI). Laksmana (2011) menyatakan 
bahwa sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia 
memiliki sumber-sumber kekuatan material (ekonomi, sumber daya 
alam, jumlah populasi dan posisi geografis) untuk meningkatkan 
kekuatannya di kawasan. Selain itu, luasnya wilayah yang menjadi 
tanggung jawab Indonesia menunjukan kebutuhan untuk memban-
gun kekuatan pertahanan yang kredibel demi mempertahankan ke-
daulatan dan integritas teritori Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan posisi 
Indonesia dalam memandang lingkungan eksternal berdasarkan 
Buku Putih Pertahanannya. Buku Putih Pertahanan yang diguna-
kan dalam penelitian ini adalah BPPI 1995 sebagai BPPI pertama, 
dan BPPI 2015 sebagai BPPI terakhir yang pernah diterbitkan oleh 
pemerintah Indonesia. Tinjauan lingkungan strategis dalam BPPI 
1995 dan 2015 dianalisis dengan menggunakan pendekatan geo-
politik, yaitu perhatian kepada hubungan spasial atau pola geogra-
fis dan sejarah dalam politik negara (Sloan dan Gray 1999).  Posisi 
geografis suatu negara memberikan peluang untuk memanfaatkan 
sumber daya yang berada di dalamnya, sehingga dapat memengaru-
hi tujuan politik negara (Sloan dan Gray 1999). Harold dan Sprout 
(1964) menyatakan bahwa negara-negara yang menggunakan konfi-
gurasi geografis dalam tujuan politiknya akan selalu memerhatikan 
lingkungannya untuk mengantisipasi ancaman eksternal terhadap 
kedaulatannya. Lingkungan eksternal mencakup seluruh fenomena 
yang terjadi di luar lingkungan negara, yang berkaitan dengan akti-
vitas dan status dari negara tersebut (Harold dan Sprout 1964)
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan 
metode analisis dokumen. Penelitian kualitatif digunakan untuk 
mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kasus yang dite-
liti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah kajian dokumen dengan menggunakan BPPI 1995 dan 
BPPI 2015 sebagai data utama. Untuk mendapatkan pemahaman 
mengenai perkembangan BPPI, penelitian ini juga mengumpulkan 
data-data sekunder, yaitu buku, jurnal akademik, artikel, berita, 
dan laporan-laporan yang sesuai dengan penelitian. Pembahasan 
BPPI dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian utama sesuai 
dengan periodisasi BPPI, yaitu BPPI 1995 dan BPPI 2015. Dengan 
penelitian ini, penulis berpendapat bahwa peninjauan lingkungan 
strategis Indonesia semenjak tahun 1995 sampai dengan tahun 2015 
memililiki kesamaan, yaitu cenderung lebih berorientasi ke dalam 
(inward looking) daripada ke luar (outward looking). 

Analisis Lingkungan Strategis dalam Buku Putih Pertaha-
nan Indonesia 1995

Pada perkembangan lingkungan strategis global, posisi Indonesia 
dalam BPPI 1995 menyoroti perubahan pada hubungan internasio-
nal pasca berakhirnya Perang Dingin yang memengaruhi stabilitas 
nasional. BPPI 1995 menilai bahwa berakhirnya Perang Dingin men-
dorong negara-negara di dunia untuk lebih mengedepankan kepen-
tingan ekonomi daripada kepentingan ideologi. Selain itu, Perang 
Dingin juga menimbulkan adanya isu-isu baru dalam hubungan in-
ternasional, yaitu isu demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), dan 
lingkungan hidup. Dalam BPPI 1995, ketiga isu tersebut dinilai da-
pat mengganggu hubungan antar negara-negara di dunia. Berakhir-
nya Perang Dingin membawa gelombang demokratisasi di berbagai 
negara di dunia. Samego (1998) menyatakan Indonesia menjadi sa-
lah satu negara yang banyak mendapat tekanan dari negara-negara 
Barat karena pelanggaran HAM, terutama pasca insiden Santa Cruz 
di Timor-Timur pada November 1991.

Selain memunculkan isu baru, berakhirnya Perang Dingin juga tidak 
serta merta membawa perdamaian dan stabilitas dunia. BPPI 1995 
menilai bahwa masih terdapat negara-negara yang meningkatkan 
kapabilitas militernya untuk melakukan penyeimbangan kekuatan. 
Selain itu, Perang Dingin juga menimbulkan adanya konflik-konflik 
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baru, seperti yang terjadi di kawasan Eropa Timur pasca runtuhnya 
Uni Soviet. Perkembangan tersebut dianggap dapat mengganggu 
hubungan antar negara serta mengganggu tatanan dan keamanan 
domestik. Gangguan keamanan internal juga menjadi semakin kom-
pleks akibat adanya interaksi global, perkembangan media massa, 
dan teknologi komunikasi. 

Posisi dalam memandang perubahan lanskap global pasca berak-
hirnya Perang Dingin mencerminkan pemikiran strategis Indonesia 
yang melihat adanya dampak perkembangan lingkungan eksternal 
terhadap ketidakstabilan lingkungan internal. Sebastian (2006) 
berpendapat bahwa pada masa Orde Baru, konsep pertahanan dan 
keamanan yang berkembang di Indonesia mengedepankan stabi-
litas nasional, karena kondisi tidak stabil dapat meningkatkan ke-
rentanan Indonesia terhadap intervensi asing. Hal tersebut juga 
tercermin dalam BPPI 1995 yang menjelaskan bahwa Indonesia me-
nerapkan prinsip active-defensive dalam konteks pertahanan dan 
active-preventive dalam keamanan domestik. Menurut Laksmana 
(2011), prinsip tersebut mendorong kekuatan pertahanan Indonesia 
untuk mengadopsi postur ofensif dalam menghadapi ancaman in-
ternal dan defensif dalam menghadapi ancaman eksternal.

BPPI 1995 nampak memberikan perhatian yang lebih besar kepa-
da isu dalam negeri yang dapat menjadi permasalahan keamanan 
domestik. Permasalahan tersebut adalah permasalahan sosial dan 
industrial, karena kondisi demografi Indonesia yang multietnik dan 
distribusi ekonomi yang tidak seimbang. Selain itu, BPPI 1995 juga 
menyoroti praktik demokrasi di Indonesia yang dinyatakan masih 
memerlukan waktu untuk berkembang. BPPI 1995 juga menyatakan 
bahwa ABRI selalu memberi perhatian kepada perkembangan poli-
tik, ekonomi dan sosial budaya di Indonesia, yang kemudian akan 
memengaruhi kondisi keamanan dan kesejahteraan nasional.  

Cara pandang tersebut juga terbentuk karena adanya keterlibatan 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam kehidu-
pan sosial politik di Indonesia, yang juga disebut sebagai dwifungsi 
ABRI. Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru juga menciptakan ke-
cenderungan identifikasi ancaman internal (inward looking) terha-
dap keberlangsungan rezim dan status quo politik (Sebastian 2006; 
Crouch 1986; Said 2006; Lowry 1996). Pengalaman Indonesia da-
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lam mengalami perpecahan internal dan struktur negara yang ma-
sih lemah juga berdampak pada persepsi aktor-aktor keamanan di 
Indonesia yang cenderung melihat ke dalam. Oleh karena itu, ak-
tor-aktor keamanan menjadi sangat sensitif terhadap potensi-po-
tensi permasalahan bagi keamanan nasional.

Dalam memandang perkembangan lingkungan regional, BPPI 1995 
memberikan prioritas pada negara-negara yang tergabung ke dalam 
ASEAN. BPPI 1995 menilai bahwa ASEAN telah berhasil menjaga 
stabilitas regional dengan menerapkan konsep ketahanan regional 
berdasarkan ketahanan nasional. BPPI 1995 sudah mendorong ter-
jalinnya kerja sama pertahanan dan keamanan dengan negara-nega-
ra anggota ASEAN untuk menciptakan CBM. Indonesia dinyatakan 
sudah menjalin kerja sama untuk menyelesaikan permasalahan per-
batasan dan ketenagakerjaan dengan Malaysia, serta manajemen se-
lat Malaka dan Selat Singapura dengan Singapura. Dokumen ini juga 
menyatakan bahwa Thailand memiliki posisi sebagai sebagai teman 
baik Indonesia dalam kerja sama keamanan, dan bahwa Indonesia 
akan meningkatkan kerja sama dengan Brunei di bidang ketenaga-
kerjaan dan pertukaran budaya. Lebih lanjut, BPPI 1995 menyoroti 
satu per satu perkembangan yang terjadi pada negara-negara ang-
gota ASEAN. Selanjutnya, kondisi politik internal di Filipina yang 
semakin membaik dan diikuti dengan pembangunan ekonomi juga 
didorong oleh semangat ASEAN. 

Saat dokumen tersebut diterbitkan pada tahun 1995, Kamboja, Laos, 
Vietnam dan Myanmar belum menjadi negara anggota ASEAN. 
Akan tetapi, BPPI 1995 menyoroti perkembangan permasalahan 
internal di negara-negara tersebut. BPPI 1995 menyatakan bahwa 
keanggotaan Vietnam dan Laos di ASEAN akan memberikan war-
na baru. Akan tetapi, BPPI 1995 tidak memuat penjelasan mengenai 
posisi Indonesia terhadap keanggotaan Myanmar di ASEAN, kare-
na perkembangan politik di Myanmar pada saat itu sedang menjadi 
isu yang sensitif. Menurut Samego (1998), masyarakat internasional 
mengisolasi Myanmar karena pemerintah State Law and Order 
Restoration (SLOR) membatalkan hasil pemilihan umum yang di-
menangkan oposisi Aung San Suu Kyi pada tahun 1990. Selain itu, 
negara-negara Barat juga menolak keanggotaan Myanmar di ASE-
AN. 



Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No.1, Januari - Juni 2018 7

Yovia Rizky Arvianissa dan  Evi Fitriani

Perkembangan Kawasan Asia Pasifik juga menjadi pertimbangan 
dalam BPPI 1995. Beberapa negara yang menjadi fokus pada BPPI 
1995 adalah Jepang yang dinilai memiliki potensi ekonomi yang be-
sar dan dapat memberikan bantuan untuk pembangunan negara-
negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, BPPI 1995 juga 
sudah menyampaikan perhatian kepada klaim Tiongkok di Laut 
Tiongkok Selatan (LTS) dan konflik di Semenanjung Korea antara 
Korea Selatan dan Korea Utara, yang dapat menimbulkan potensi 
konflik dan mengganggu stabilitas regional. Sementara dalam meni-
lai India, BPPI 1995 menyatakan bahwa negara tersebut memberi-
kan fokus terhadap penyelesaian permasalahan keamanan internal 
dan pembangunan ekonomi daripada peningkatan kapabilitas mi-
liternya. BPPI 1995 juga memerhatikan perkembangan yang terjadi 
di Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Australia dan Indo-
nesia telah menyelesaikan isu di Celah Timor dan dinilai menjadi 
awal yang baik untuk membangun kerja sama politik, ekonomi, dan 
pertahanan. Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Selandia 
Baru, serta kerja sama dengan Papua Nugini dan ASEAN juga dinilai 
akan menjadi semakin dekat.  

BPPI 1995 juga menyoroti perkembangan negara-negara besar 
pasca berakhirnya Perang Dingin. Amerika Serikat (AS) dinyatakan 
memiliki kepentingan yang besar di kawasan Asia Pasifik. AS dini-
lai akan menjadikan isu demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup 
sebagai agenda nasional dan instrumen kebijakan luar negerinya. 
BPPI 1995 juga melihat bahwa runtuhnya Uni Soviet menyebabkan 
adanya instabilitas keamanan domestik di Eropa Timur yang ber-
dampak kepada penurunan bantuan ekonomi dari AS dan negara 
Barat untuk Indonesia. Perubahan arah kebijakan luar negeri AS, 
serta perkembangan kondisi keamanan di Eropa Timur dinilai dapat 
memengaruhi stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Dokumen terbitan 
tahun 1995 tersebut juga menyoroti kerja sama yang dijalin Indo-
nesia dalam menghadapi permasalahan Timor Timur dan konflik 
yang terjadi di negara-negara kawasan lain. Kerja sama Indonesia 
dan Portugal diharapkan dapat mempercepat perubahan pemikiran 
dalam menyelesaikan isu Timor Timur. Selain itu, Timur Tengah 
juga dinilai sebagai arena konflik internasional yang menyebabkan 
negara-negara di kawasan tersebut menjadi pasar bagi produsen 
peralatan militer. 

Meskipun telah melakukan peninjauan lingkungan strategis, BPPI 
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1995 tidak memberikan pemahaman mengenai permasalahan strat-
egis yang dihadapi Indonesia. Pada bagian perkiraan ancaman, 
dinyatakan bahwa Indonesia tidak pernah menganggap negara lain 
sebagai musuh ataupun musuh potensial. Sementara, ancaman dan 
tantangan terhadap kedaulatan Indonesia juga hadir sebagai kon-
sekuensi dari posisi geografinya yang terbuka dan banyaknya jalur 
yang dapat dilalui. Namun, BPPI 1995 tidak memaparkan ancaman 
dan tantangan tersebut dan tidak menyatakan masalah perompak-
an di Selat Malaka yang meningkat semenjak tahun 1989 (Johnson 
dan Valencia 2005). Selat Malaka telah dinyatakan sebagai perairan 
paling berbahaya di dunia. Menurut Johnson dan Valencia (2005), 
fitur Selat Malaka yang sempit memperlambat pergerakan kapal 
dan menjadikannya target perompakan. Selain itu, Samego (1998) 
menyatakan bahwa International Maritime Bureau (IMB) melansir 
laporan yang menunjukan bahwa sekitar tiga perempat perompakan 
di dunia terjadi di wilayah perairan Asia Tenggara.

Analisis Lingkungan Strategis dalam Buku Putih Pertah-
anan Indonesia 2015

Pada tahun 2015, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kem-
bali menerbitkan BPPI. Terdapat berbagai perkembangan dalam 
BPPI 2015 apabila dibandingkan dengan BPPI 1995. BPPI 2015 
merupakan BPPI pertama yang menggambarkan posisi geografis 
Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Sebelum-
nya, Indonesia hanya disebutkan sebagai negara kepulauan terbe-
sar di dunia. Hal tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Joko 
Widodo dan kepentingan Indonesia untuk menjadi Poros Maritim 
Dunia (PMD). Pemerintahan Joko Widodo juga memiliki visi untuk 
memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandi-
ri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Maka dari itu, 
dalam BPPI 1995 kekuatan pertahanan Indonesia dinyatakan akan 
diarahkan untuk mendukung kebijakan PMD. 

BPPI 2015 sudah tidak lagi menggambarkan posisi Indonesia dalam 
melihat perkembangan negara-negara di kawasan Asia Tenggara 
maupun di kawasan lain secara satu demi satu. Dokumen tersebut 
menjelaskan secara umum mengenai perkembangan di kawasan Asia 
Pasifik yang dinilai memiliki peluang dan tantangan sangat kom-
pleks, serta beresiko menimbulkan konflik antarnegara. Kawasan 
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ini dinilai tengah menjadi perhatian dunia karena beberapa negara 
di kawasan Asia Pasifik memiliki potensi yang besar, baik pada sek-
tor ekonomi, teknologi militer dan sumber daya manusia. Selain itu, 
isu keamanan non tradisional di kawasan Asia Pasifik juga semakin 
meningkat, seperti penyelundupan narkotika, penyelundupan ma-
nusia, dan perompakan di laut. 

Pemikiran keamanan tradisional juga nampak mewarnai BPPI 2015 
dalam menganalisis perkembangan lingkungan strategis di kawasan 
Asia Pasifik. Hal tersebut nampak dari pembahasan mengenai pen-
ingkatan kekuatan militer Tiongkok yang dinilai aktif dan masif, 
sehingga menimbulkan berbagai macam spekluasi dan respon dari 
negara-negara lain. BPPI 2015 juga menyoroti kebijakan luar negeri 
AS di Asia Pasifik, yang disebut sebagai “US Rebalancing Strategy.” 
Selain interaksi antara kedua negara besar tersebut, BPPI 2015 juga 
memerhatikan modernisasi kekuatan militer beberapa negara di 
Asia Pasifik. Peningkatan kapabilitas militer beberapa negara dinilai 
sebagai upaya untuk menyetarakan kekuatan dengan negara aliansi, 
serta mengantisipasi terjadinya miskalkulasi dan mispersepsi akibat 
kondisi lingkungan strategis yang tidak pasti. Modernisasi militer 
ini juga mencakup pengembangan strategi serangan siber, yang di-
hasilkan oleh kemajuan teknologi. Kondisi tersebut dikaitkan den-
gan potensi konflik di LTS dan di Laut Tiongkok Timur (LTT), yang 
melibatkan Tiongkok dan Jepang. Dalam memandang konflik LTS, 
BPPI 2015 menilai bahwa isu tersebut sangat berpotensi untuk men-
jadi konflik terbuka, namun komitmen negara-negara ASEAN untuk 
menyelesaikan konflik secara damai tidak akan memberikan pelu-
ang bagi risiko tersebut untuk terjadi. 

BPPI 2015 kemudian memberikan pemahaman mengenai isu-isu 
perbatasan dan konflik antarnegara yang juga masih dialami oleh 
Indonesia. Isu perbatasan berkaitan dengan 92 pulau kecil terluar 
di Indonesia, yang dua belas di antaranya menjadi prioritas karena 
memiliki potensi pelanggaran tinggi. Konflik intra dan antarnegara 
yang menjadi perhatian dalam BPPI 2015 adalah konflik di Afrika 
Utara, Afrika Tengah, Israel-Palestina, Irak, Suriah, Afganistan, Asia 
Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur dan Eropa. Terkait dengan isu 
perbatasan, BPPI 2015 menyatakan bahwa pelanggaran kedaulatan 
di wilayah udara dan laut akan menimbulkan ketegangan yang da-
pat mengarah kepada konflik. Pelanggaran kedaulatan di laut dan 
udara juga terkait dengan isu-isu kejahatan lintas negara, seperti 
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perdagangan gelap narkoba dan penyelundupan senjata. Lebih lan-
jut, isu kejahatan lintas negara yang dinilai serius dan telah menjadi 
ancaman bersama adalah kejahatan narkoba yang berkaitan dengan 
sumber pendanaan kelompok terorisme dan separatisme. 

Meskipun sudah menyebutkan isu pelanggaran perbatasan di laut 
dan udara, BPPI 2015 tidak menyajikan pembahasan secara kom-
prehensif mengenai perkembangan isu keamanan di wilayah pe-
rairan Indonesia. Prasetyono (2005) menyatakan bahwa Indonesia 
memiliki wilayah perairan yang terbuka dan rawan untuk dieksploi-
tasi oleh aktor-aktor kejahatan transnasional. Selain itu, Indonesia 
memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan wilay-
ah-wilayah yang berhimpitan dengan choke points, dimana potensi 
terjadinya benturan antara freedom of navigation dan isu kedaula-
tan cukup penting (Prasetyono 2005). ALKI merupakan jalur pent-
ing baik bagi perdagangan internasional (Sea Lane of Communica-
tions/SLOC) maupun sebagai jalur transportasi internasional (Sea 
Lane of Transportation/SLOT). Rustam (2016) menyatakan bahwa 
40 persen perdagangan internasional melalui wilayah ALKI. Nega-
ra-negara besar di kawasan Asia seperi Tiongkok, Jepang dan Korea 
Selatan bergantung kepada ALKI untuk pasokan energi dari Timur 
Tengah dan Afrika, serta sebagai jalur transportasi barang-barang 
produksinya ke kawasan Asia Selatan, Eropa dan kawasan lain (Sto-
rey 2009).

Selain ALKI, Indonesia juga memiliki empat corong strategis (choke 
points). Keempat choke points tersebut adalah Selat Malaka, Selat 
Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Choke points merupakan 
kanal sempit yang digunakan sebagai jalur perdagangan energi du-
nia. Pada beberapa choke points ada pemberlakuan syarat ukuran 
kapal. Choke points merupakan wilayah perairan yang sangat pent-
ing bagi keamanan energi global karena tingginya volume minyak 
bumi dan sumber-sumber energi lain yang ditransportasikan me-
lalui kanal tersebut. Apabila terjadi gangguan ataupun penutupan 
choke points, perdagangan minyak dunia dapat terganggu. Bagi 
negara-negara besar seperti AS, Jepang, India dan Tiongkok, ALKI 
dan choke points di Indonesia memiliki nilai strategis, karena men-
ghubungkan Timur Laut Asia dan Pasifik Barat dengan Laut India 
(Storey 2009).
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Penjelasan mengenai ALKI dan choke points di Indonesia menjadi 
penting untuk disebutkan dalam BPPI 2015 yang menyatakan arah 
pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia menjadi kekuatan 
pertahanan maritim. Hal ini dikarenakan pengolahan sumber daya 
pertahanan yang difokuskan pada wilayah maritime dan pertahanan 
maritim juga diwujudkan dengan kemampuan untuk mempertah-
ankan kedaulatan di laut dan perlindungan terhadap jalur perda-
gangan (Sumida 1999). Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu 
tujuan PMD yaitu untuk menciptakan TNI AL dan TNI AU yang 
kuat untuk melindungi aset-aset maritim dan jalur-jalur perdagan-
gan Indonesia (Goh et al. 2015). ALKI dan choke points di Indone-
sia merupakan salah satu identitas Indonesia sebagai sebuah negara 
kepulauan.

Tidak disebutnya ALKI dalam BPPI 2015 menunjukan belum adanya 
kesadaran terhadap arti pentingnya ALKI dan choke points sebagai 
salah satu wilayah pertahanan di Indonesia. ALKI merupakan jalur 
internasional yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia maupun 
bagi negara lain. Seluruh jenis kapal dan pesawat, yang mencakup 
kapal perang, memiliki hak lintas damai ketika melintasi ALKI In-
donesia (Forbes 2014). Indonesia memiliki hak untuk mencabut 
hak lintas damai tersebut dalam rangka menjaga keamanan negara. 
Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal perang dari negara 
lain juga seringkali terjadi di wilayah perairan ALKI dan ruang udara 
di atasnya. Lebih lanjut, meningkatnya kekuatan AS dan Tiongkok 
di kawasan Asia Pasifik membutuhkan adanya pertahanan maritim 
Indonesia yang kuat untuk mengamankan wilayah ALKI dan choke 
points. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut turut menggu-
nakan perairan tersebut sebagai jalur transportasi bagi kapal induk 
dan kapal perangnya. Pemerintah memang sudah memiliki Badan 
Keamanan Laut (Bakamla) serta kementerian dan lembaga terkait 
yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum 
di laut. Akan tetapi, kementerian dan lembaga tersebut tidak memi-
liki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan upaya pertahanan 
layaknya TNI AL apabila terjadi pelanggaran. Tidak disebutkannya 
ALKI dan choke points dalam BPPI 2015 merupakan bentuk peng-
abaian terhadap pentingnya ALKI dalam konsep pertahanan Indo-
nesia. 

Dalam BPPI 2015 terdapat konsep baru yang dimunculkan, yaitu 
perang proksi atau proxy war. Perang proksi dinyatakan dalam 
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BPPI 2015 sebagai sebuah bentuk konflik kontemporer. Konsep ter-
sebut didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai suatu negara 
dengan menggunakan senjata asimetris, seperti propaganda di me-
dia sosial. Konsep perang proksi tersebut diikuti dengan munculnya 
konsep divide et impera atau memecah belah dari dalam negeri un-
tuk menghancurkan suatu negara dari dalam. Terdapat beragam isu 
yang diangkat untuk menghancurkan suatu negara. Isu-isu tersebut 
meliputi konflik-konflik yang memicu gerakan separatis dan konflik 
sosial yang dilatarbelakangi dinamika sosial, budaya, primordialis-
me, suku, ras, dan agama. Fenomena Arab Spring yang terjadi di 
Mesir, Irak, Afghanistan, Libya dan Suriah dinilai memiliki pola-po-
la divide et impera.

Cara pandang mengenai perang proksi mencerminkan masih ada-
nya fokus pemerintah pada isu-isu sosial dalam negeri yang dapat 
mengancam stabilitas nasional. Isu-isu yang diangkat pada perang 
proksi dalam BPPI 2015 juga memiliki kesamaan dengan isu-isu 
yang menjadi sorotan pada BPPI 1995, yaitu keterkaitan dengan ke-
majuan teknologi, konflik sosial, dan konflik komunal. Beberapa ka-
langan juga menilai bahwa narasi perang proksi menunjukan masih 
kentalnya doktrin pertahanan dan keamanan yang berorientasi ke 
dalam, terutama doktrin yang berorientasi pada pertahanan darat. 
Laksmana (2011) juga menyatakan bahwa cara pandang yang bero-
rientasi ke dalam oleh aktor keamanan di Indonesia tidak akan per-
nah hilang, sehingga berimplikasi kepada pembangunan kekuatan 
pertahanan yang bertumpu kepada kekuatan teritorial.

Meskipun BPPI 2015 masih memiliki orientasi pemikiran ke dalam, 
analisis mengenai isu-isu keamanan non-tradisional sudah semakin 
berkembang. Perkembangan jaringan terorisme internasional sema-
kin meningkat dan memunculkan teroris perorangan yang tidak te-
rafiliasi dengan jaringan teroris (home-grown terrorist). BPPI 2015 
juga menyoroti perkembangan senjata pemusnah masal yang bukan 
berupa senjata nuklir, tetapi mencakup senjata kimia, biologi, radio-
logi, nuklir, dan bahan peledak. BPPI 2015 juga memberi perhatian 
pada isu spionase yang didefinisikan sebagai upaya mengumpulkan 
informasi dan dokumen strategis oleh suatu negara terhadap negara 
lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menjadi 
sebuah perkembangan yang dinilai berpengaruh terhadap perkem-
bangan bentuk dan pola peperangan di masa mendatang. Perkem-
bangan IPTEK turut menciptakan kemajuan teknologi persenjataan 
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berakurasi tinggi dan teknologi robot, serta peperangan berbasis ja-
ringan di ruang siber. BPPI 2015 juga menunjukan adanya perhatian 
pada isu keamanan manusia seperti isu perubahan iklim, bencana 
alam, keamanan pangan, air dan energi, serta epidemi. 

Ancaman digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu ancaman militer 
bersenjata atau tidak bersenjata, ancaman non militer, dan anca-
man hibrida yang dapat hadir baik dari dalam maupun dari luar ne-
geri. Prediksi ancaman terhadap Indonesia pada kurun waktu lima 
tahun ke depan dikategorikan ke dalam ancaman nyata dan anca-
man belum nyata. Ancaman belum nyata merupakan ancaman yang 
kemungkinan terjadinya kecil berupa konflik terbuka atau perang 
konvensional dengan negara lain. Sementara ancaman nyata me-
rupakan ancaman yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Ancaman 
jenis ini hadir dalam bentuk terorisme dan radikalisme, separatisme 
dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilay-
ah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah 
penyakit, serangan siber dan spionase, serta peredaran dan penya-
lahgunaan narkoba. Ancaman hibrida merupakan penggolongan 
ancaman yang baru muncul pada BPPI 2015, yaitu ancaman yang 
bersifat campuran antara ancaman militer dan nonmiliter.

Berbeda dari BPPI 1995, BPPI 2015 memisahkan penjabaran men-
genai analisis lingkungan strategis dan proyeksi kerja sama pertaha-
nan yang dijalin oleh Indonesia dengan negara lain. Terdapat per-
kembangan kerja sama pertahanan yang dijalin untuk membangun 
saling percaya, dan mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu 
keamanan. Kerja sama pertahanan yang dibangun oleh Indonesia 
dengan negara-negara di ASEAN meliputi kerja sama dengan Singa-
pura, Malaysia, Filipina, Thailand dan Brunei. Sementara untuk ne-
gara-negara di kawasan Asia Pasifik, kerja sama bilateral Australia 
dan Indonesia dinyatakan menjadi sangat penting secara geopolitik 
dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. BPPI 2015 
juga menyatakan Tiongkok sebagai mitra strategis dalam konteks 
kepentingan nasional untuk membangun kekuatan pertahanan dan 
isu-isu keamanan bersama. Di kawasan Asia Pasifik, kerja sama per-
tahanan yang disebutkan dalam BPPI 2015 mencakup kerja sama 
antara Indonesia-India, kerja sama Indonesia-Korea Selatan, dan 
kerja sama Indonesia-Jepang. Sementara untuk negara-negara di 
luar kawasan Asia Pasifik, kerja sama pertahanan yang dijalin oleh 
Indonesia telah mengalami perkembangan dan meliputi kerja sama 
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dengan AS, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, Spanyol dan Afrika. 
Lebih lanjut, kerja sama multilateral yang dijelaskan dalam BPPI 
fokus kepada kerja sama dengan ASEAN, ARF, ASEAN Defense Mi-
nisterial Meeting (ADMM), dan ADMM Plus.1 

Simpulan

Sebagai sebuah dokumen kebijakan dan pedoman dalam memban-
gun kapabilitas pertahanan, analisis lingkungan strategis pada BPPI 
1995 dan 2015 sudah mengalami banyak perkembangan. Isu-isu 
keamanan yang diangkat pada BPPI 2015 menjadi semakin bera-
gam baik dalam perspektif keamanan tradisional maupun non tra-
disional. BPPI 1995 nampak hanya menyoroti perkembangan nega-
ra-negara besar di kawasan Asia Pasifik dan belum menyebutkan 
permasalahan keamanan non tradisional seperti perompak di laut 
Indonesia. Sementara, pada BPPI 2015 isu-isu keamanan yang diba-
has sudah semakin berkembang meliputi isu terorisme, isu kejaha-
tan transnasional, spionase, dan isu-isu keamanan manusia. Selain 
itu, negara-negara yang juga menjadi perhatian dalam BPPI 2015 
semakin meluas dengan turut mempertimbangan Irak, Mesir, Suri-
ah, Afghanistan dan Libya. 

Meskipun sudah mengalami perkembangan, cara pandang dalam 
BPPI 1995 dan 2015 masih memiliki kesamaan. Hal tersebut tercer-
min dalam memandang permasalahan dalam negeri yang cenderung 
dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Se-
lain itu, kedua BPPI tersebut juga belum memberikan perhatian yang 
besar kepada permasalahan-permasalahan keamanan yang terdapat 
di wilayah laut dan udara Indonesia. BPPI 2015 sudah menyatakan 
akan membangun kekuatan pertahanan Indonesia menjadi kekua-
tan pertahanan maritim untuk mendukung kebijakan PMD peme-
rintah. Akan tetapi, BPPI 2015 belum memberikan pemahaman se-
cara komprehensif mengenai posisi Indonesia dalam memandang 
isu-isu keamanan di wilayah perairan dan perbatasannya. BPPI 
1995 dan BPPI 2015 menunjukan masih adanya cara pandang yang 
berorientasi ke dalam (inward looking) pada kebijakan pertahanan 

1  ADMM merupakan pertemuan antar Menteri Pertahanan negara-negara 
anggota ASEAN. Sementara, ADMM Plus merupakan forum dialog antara 
Menteri Pertahanan negara-negara anggota ASEAN dengan Menteri Pertahanan 
negara lain yang bukan anggota ASEAN.
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Indonesia. Untuk mewujudkan PMD, permasalahan strategis yang 
dihadapi oleh Indonesia di wilayah laut dan udaranya penting untuk 
dinyatakan dalam BPPI sebagai sebuah panduan penyelenggaraan 
pertahanan. Hal ini dikarenakan peninjauan tersebut dapat menjadi 
dasar dalam pembangunan kapabilitas pertahanan di Indonesia.
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